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	Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh
dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataanya terhadap tersangka
penyalahgunaan narkotika tersebut adanya dilakukan penahanan dan tidak dilakukan penahanan. Sehingga hal tersebut menjadi
permsalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku, yang terjadi tidak sejalannya syarat
subjektif dan keadaan serta hambatan terkait dengan pentingnya dilakukan penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan
narkotika.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji pelaksanaan penahanan pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hambatan terhadap penahanan tindak pidana narkotika
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan sumber
data sekunder berupa data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan sumber data primer berupa sumber data lapangan.
Dari penelitian telah terjadi ketidakselarasan aturan hukum dalam melakukan penahanan antara Pasal 21 KUHAP dengan Pasal 127
ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan kedua pasal tersebut menghambat penegakan hukum dalam
hal penanganan tersangka pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga  terdapat perkara yang harus dihentikan karena tidak
dilakukannya penahanan oleh jaksa yang menyidik, dan telah ditemukan juga hambatan yang terjadi meliputi hambatan yuridis,
tidak adanya sarana dan prasarana yakni berupa laboratorium pemeriksaan narkotika, dan luasnya wilayah hukum yang tidak sesuai
dengan jumlah personil lembaga Kejaksaan Negeri Jantho.
Disarankan kepada lembaga legislatif untuk segera melakukan perubahan terhadap KUHAP kasusnya terkait dengan syarat
penahanan dan UU Narkotika khususnya dalam hal ancaman pidana karena berhubungan dengan pelaksanaan penahanan.
Disarankan juga agar ditambahnya CABJARI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jantho guna meningkatkan efektivitas dan peran
kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
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